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BUP A TI KEBUMEN 

PERA TURAN BUPA TI KEBUME 
NOMOR 92 TAHUN 2010 

TENTA G 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 87 TAHUN 2010 TENTANG 

PELAKSANAAN KEGIATAN PADA BADA PENANGGULANGAN BENCANA 

DAERAH KABUPATEN KEBUMEN YANG BERSUMBER DANA DARI ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

Menimbang 

Mengingat 

TAHUN A GGARAN 2010 

DENGAN RAHMA T TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEBUMEN, 

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan pada Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen yang bersumber dana dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 
2010, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 87 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Kebumen yang Bersumber Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 201 0; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 87 
Tahun 20 IO tentang Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Kebumen yang Bersumber Dana dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 20 IO; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan epotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851 ); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia omor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4389); 



I 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan egara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

7. Undang-Undang omor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir 
dengan Undang-Undang omor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

1 0.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia omor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah omor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

omor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

17. Peraturan Presiden Nomor I Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

I 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebumen Nomor 22); 
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Menetapkan 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Ke1ja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 25) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 43); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kebumen Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 

omor 42) ; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2010 
ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 
(Lembaran Daerah Ka bu paten Kebumen Tahun 2010 omor 1 O) ; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
KEBUMEN NOMOR 87 TAHUN 2010 TENTA G PELAKSANAAN KEGIATAN 
PADA BADAN PENA GGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN 
KEBUMEN YANG BERSUMBER DANA DARI ANGGARA PENDAPATAN DAN 
BELANJA OAERAH KABUPATEN KEBUME TAHUN A GGARAN 2010. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Kebumen omor 87 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Kebumen yang Bersumber Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 20 10 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 
Anggaran 2010 Nomor 87) diubah sebagai berikut: 

"Pasal 2 

( 1) Anggaran untuk belanj a kegiatan Bad an Penanggulangan Bencana Dae rah yang 
dibebankan pada anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 
Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp.200.423.875 ,00 (dua ratus 
juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk 
pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : 
a. Belanja Non Urusan, meliputi : 

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Rp. 18.000,00 
2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber 

Daya Air dan Listrik Rp. I. 755 .000,00 
3) Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan 

Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 10.055.000,00 
4) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan Rp. 87.000,00 
5) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 

ke Luar Daerah Rp. 5.000.000,00 
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6) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 
ke Dalam Daerah Rp. 2.500.000,00 

b. Belanja Urusan, meliputi : 
1) Kegiatan Bantuan Droping Air Bersih Rp. 154.000.000,00 
2) Kegiatan Pemantauan dan Penyebaran lnforrnasi 

Potensi Bencana Alam Rp. 7.770.650,00 
3) Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali 

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rp. 19.237.250,00 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 1111 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen. 

Ditetapkan di Kebumen 
pada tanggal 29 0Ktooer 2010 

~E~UME , 

. ~ltf/1) 

' BUY AR WINARSO J 

TATA NASKAH DINAS TELAH DiTELITI 
0 E GIAN HU UM 
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